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TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR SATUA}I POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka di pandang
perlu dilakukan penyesuaian Susunan organisasi Perangkat Daerah
dilingkungan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, perlu
dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan butir a dan b tersebut perlu menetapkan
dalam sebuah Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
otonom Provinsi Aceh dan Perubatran Pembentukan Provinsi Sumatera
Utaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tafun 1999
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

undang-undang Nomor 14 Tatrun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tatrun 2004 tentang
Pemerintah Daeratr menjadi Undang-undang (Lembaran Negra Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 1l tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
l4,tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentane Pedoman Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor ll2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4428).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

MEnetapKan : QANTIN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTT]KAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang
dilaksanakan oleh Pemerintatr Kabupaten Aceh singkil dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh singkil, dibantu oleh
Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yan_q

dilakukan berdasarkan asas langsung, umurn, bebas, rahasi4 jujur. dan
adil;



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil
adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum;

Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sej enis Peraturan
Daerah Kabupaten Aceh Singkil yarLg mengatur Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakann yang
selanjutnya disingkat menjadi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Aceh Singkil;
Kepala kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan
unsur penunjang dan Unit Pelaksana Pemerintah Kabupaten;
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh
seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Seketaris Daerah.

Paragraf Kedua

TUGAS
Pasal 4

(l). Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan
Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan lainnya untuk membantu
Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dalam merumuskan,
memfasilitasi dan menyelenggarakan kebijakan dibidang pembangunan dan
pengembangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Membantu pemerintah daeratr dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
serta meningkatkan kepatuhan masayarakat dan aparat terhadap ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah.
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FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijaksanzuul teknis di bidang Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran;

b. Pelayanan Penunjang Penyelengg araan Pemerintah Kabupaten;

c. Penyusunan kebijakan dibidang Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;

d. Penyusunan Kebijakan dalam bidang ketertiban;

e. Penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan dan
pengembangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;

f. Pengawalan Perjalanan Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;

g. Penjagaan Kantor/Rumah Dinas Pejabat dan Instansi Vital lainnya;

h. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kantor.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(l) Susunan Organisasi dan Tata Keda Kantor Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pembinaan Operasional dan Siaga

d. Seksi Pembinaann Pengembangan Kapasitas;

e. Seksi Pemadam, Pemeliharaan Peralatan dan Racun Api;

f. Seksi Ketertiban;

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Eselonering Jabatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Aceh Singkil sebagai berikut :

a. Kepala Kantor : Eselon III/a

b. Kepala Subbag Tata Usaha: Eselon VVa

c. Kepala Seksi : Eselon IV/a

(8) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satpol PP dan
Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.










